
ABSTRAK PERATURAN 

PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR - TATA CARA - PERSETUJUAN PERDAGANGAN 

PREFERENSIAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK 

MOZAMBIK 

2022 

PERMENKEU RI NOMOR 89/PMK.04/2022 TANGGAL 30 Mei 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 536) 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF 
BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN PREFERENSIAL 
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK. 

ABSTRAK :  - Bahwa untuk memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan 
internasional, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Persetujuan Perdagangan 
Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik 
Mozambik dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pengesahan 
Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan 
Pemerintah Republik Mozambik (Preferential Trade Agreement between the 
Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of 
Mozambique) dan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) 
UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan 
Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan 
Pemerintah Republik Mozambik. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75,TLN 
No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, 
TLN No.4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres RI 2 
Tahun 2010 (LN Tahun 2020 No.2), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), 
Perpres RI 84 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.184), Permenkeu RI 131/PMK.04/2020 
(BN Tahun 2020 No. 1050), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 
1031).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

    Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif 
bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN). Besaran tarif bea masuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai 
penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Preferensial antara 
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik. Rincian lebih 
lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. Perusahaan lain yang berlokasi di negara selain Negara Anggota 
atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat 
diterbitkannya SKA Form IM, dapat menerbitkan Third Party Invoice. Pejabat Bea dan 
Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA Form IM dalam rangka 
pengenaan Tarif Preferensi. Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang 
ditunjuk, dapat melakukan Verification Visit jika jawaban atas Permintaan Retroactive 
Check diragukan kebenarannya dan/ atau tidak mencukupi untuk membuktikan 
pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/ atau keabsahan SKA Form IM. Pihak yang 
terlibat dalam proses Permintaan Retroactive Check dan pelaksanaan Verification Visit 
harus menjaga kerahasiaan informasi. Barang impor yang berasal dari Negara Anggota 



dengan nilai Free-on-Board (FOB) tidak melebihi USD200.00 (dua ratus United States 
Dollar), dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA Form IM. Tarif 
Preferensi dapat diberikan atas barang yang dikirimkan oleh Negara Anggota 
pengekspor untuk tujuan pameran di Negara Anggota pengimpor dan terjual pada saat 
atau setelah pameran. Petunjuk teknis mengenai tata cara pengenaan tarif bea_ masuk 
atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara 
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik, dapat ditetapkan 
oleh Direktur Jenderal. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2022. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2022 dan diundangkan pada 
tanggal 2 Juni 2022. 

  - Lampiran: halaman 36-69. 

 


